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Abstract: This study explores the social perceptions of dual citizenship in Indonesia from the perspectives of both 

Indonesian citizens and non-citizens, and compares these views with practices in other countries. Employing a 

descriptive qualitative approach, the research utilizes in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and 

surveys to gather data from diverse stakeholders. The findings reveal that in Indonesia, dual citizenship is often 

perceived as a threat to national identity and unity, primarily due to concerns about divided loyalties. Conversely, 

non-citizens view dual citizenship as advantageous for accessing various services and opportunities. Comparative 

analysis with countries such as Germany and Canada shows that dual citizenship policies can be accepted and 

even considered beneficial for social integration and international relations. Based on these findings, policy 

recommendations include reforming citizenship laws, adjusting legal and regulatory frameworks, enhancing 

public awareness, providing support for individuals with dual citizenship, and conducting further research to 

explore the long-term impacts of dual citizenship.  
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Abstrak: Penelitian ini mengkaji persepsi sosial terhadap kewarganegaraan ganda di Indonesia, dengan fokus 

pada perspektif warga negara dan non-warga negara, serta membandingkannya dengan praktik di negara lain. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam, diskusi 

kelompok terfokus (FGD), dan survei untuk mengumpulkan data dari berbagai pihak. Temuan menunjukkan 

bahwa di Indonesia, kewarganegaraan ganda sering dianggap sebagai ancaman terhadap identitas nasional dan 

kesatuan negara, terutama karena kekhawatiran tentang loyalitas ganda. Sebaliknya, non-warga negara melihat 

kewarganegaraan ganda sebagai keuntungan untuk akses yang lebih baik ke berbagai layanan dan peluang. 

Perbandingan dengan negara-negara seperti Jerman dan Kanada menunjukkan bahwa kebijakan kewarganegaraan 

ganda dapat diterima dan bahkan dianggap positif untuk integrasi sosial dan hubungan internasional. Berdasarkan 

temuan ini, saran kebijakan meliputi reformasi kebijakan kewarganegaraan, penyesuaian hukum dan regulasi, 

peningkatan kesadaran publik, dukungan bagi individu dengan kewarganegaraan ganda, dan perlunya penelitian 

lanjutan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari kewarganegaraan ganda.  

 

Kata Kunci: Kewarganegaraan ganda, persepsi sosial, identitas nasional, kebijakan 

kewarganegaraan, globalisasi. 

 

1. PENDAHULUAN 

Kewarganegaraan ganda atau dual citizenship merupakan fenomena yang semakin 

relevan dalam dunia globalisasi saat ini. Dalam konteks Indonesia, isu ini menimbulkan 

berbagai perspektif yang kompleks dari sudut pandang warga negara dan non-warga negara. 

Kewarganegaraan ganda dapat diartikan sebagai status di mana seorang individu memiliki 

kewarganegaraan dari dua negara berbeda pada waktu yang bersamaan. Fenomena ini sering 

https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.301
https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah
mailto:ashfiy.anura@gmail.com
mailto:am.mustain.n@gmail.com
mailto:falakhulkhoir12@gmail.com
mailto:nabilabrilian0@gmail.com
mailto:chafiatawakalluna99@gmail.com
mailto:ashfiy.anura@gmail.com


 

 

PERSEPSI SOSIAL TERHADAP KEWARGANEGARAAN GANDA DI INDONESIA PERSPEKTIF 

WARGA NEGARA DAN NON – WARGA NEGARA 
 

41       MAHKAMAH - VOLUME. 2, NO. 1, TAHUN 2025  

 
 
 

kali memunculkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap identitas nasional, hukum, dan 

politik baik di tingkat domestik maupun internasional. 

Pentingnya penelitian mengenai persepsi sosial terhadap kewarganegaraan ganda di 

Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Indonesia, sebagai negara dengan populasi 

diaspora yang signifikan dan hubungan internasional yang luas, menghadapi tantangan unik 

terkait isu kewarganegaraan ganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana 

masyarakat di dalam dan luar negeri memandang kewarganegaraan ganda, serta dampaknya 

terhadap identitas nasional dan integrasi sosial. 

Studi ini relevan karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang 

bagaimana kewarganegaraan ganda mempengaruhi pandangan sosial, hukum, dan politik di 

Indonesia. Dengan memahami persepsi ini, kita dapat mengidentifikasi potensi masalah serta 

peluang yang muncul dari status kewarganegaraan ganda, serta merumuskan kebijakan yang 

lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam konteks globalisasi. 

Perspektif warga negara Indonesia terhadap kewarganegaraan ganda sering kali 

dipengaruhi oleh faktor historis dan budaya. Indonesia, yang secara resmi tidak mengakui 

kewarganegaraan ganda dalam sistem hukumnya, memandang status ini sebagai ancaman 

terhadap kesetiaan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan ganda tidak diizinkan dan dapat 

menyebabkan masalah hukum bagi individu yang memilikinya1. Namun, praktik 

kewarganegaraan ganda tetap terjadi, terutama di kalangan diaspora dan mereka yang memiliki 

hak kewarganegaraan di negara lain. 

Di sisi lain, non-warga negara, khususnya warga negara asing yang tinggal di Indonesia 

atau yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia, sering kali melihat kewarganegaraan 

ganda sebagai keuntungan strategis. Bagi mereka, kewarganegaraan ganda dapat memberikan 

akses yang lebih baik ke berbagai peluang ekonomi, pendidikan, dan sosial di kedua negara. 

Penelitian oleh Hwang et al. (2019) menunjukkan bahwa di banyak negara, kewarganegaraan 

ganda dianggap sebagai aset yang meningkatkan mobilitas global dan fleksibilitas individu2. 

Studi oleh Hossain dan Karim (2021) menunjukkan bahwa kewarganegaraan ganda 

sering kali mempengaruhi persepsi identitas nasional dan loyalitas terhadap negara. Di 

beberapa negara, seperti Kanada dan Australia, kewarganegaraan ganda diterima dan bahkan 

                                                           
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

2  Hwang, S., Lee, J., & Kim, H. (2019). "The Impact of Dual Citizenship on Global Mobility and Flexibility." 

Journal of International Migration and Integration, 20(2), 451. 
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dianggap sebagai keuntungan yang memperkaya keragaman budaya nasional3. Hal ini berbeda 

dengan pandangan di Indonesia, di mana kewarganegaraan ganda sering dianggap mengancam 

integritas nasional dan menyebabkan komplikasi hukum. 

Di negara-negara seperti Jerman dan Prancis, penelitian oleh Yıldız (2020) 

mengungkapkan bahwa kewarganegaraan ganda berkontribusi pada integrasi sosial dan 

ekonomi yang lebih baik untuk imigran dan keturunan mereka4. Penelitian ini mengindikasikan 

bahwa kebijakan yang memungkinkan kewarganegaraan ganda dapat menguntungkan negara 

dengan memanfaatkan kontribusi dari warga negara dengan berbagai latar belakang. 

Dalam konteks Indonesia, perdebatan tentang kewarganegaraan ganda mencerminkan 

ketegangan antara kebutuhan untuk melindungi identitas nasional dan kenyataan globalisasi 

yang semakin mengaburkan batas-batas kewarganegaraan. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kedua perspektif ini berdampak pada masyarakat 

Indonesia dan menawarkan rekomendasi yang lebih informatif mengenai kebijakan 

kewarganegaraan. 

 

2. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi persepsi sosial terhadap 

kewarganegaraan ganda di Indonesia, dengan fokus pada perspektif warga negara Indonesia 

dan non-warga negara yang memiliki hubungan dengan Indonesia. Metode penelitian yang 

digunakan mencakup pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang 

komprehensif mengenai isu ini. Berikut adalah rincian metode penelitian yang akan diterapkan: 

Penelitian ini menggunakan desain campuran, yang mengintegrasikan metode kualitatif 

dan kuantitatif. Desain campuran memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang 

mendalam dan terperinci dari wawancara serta data statistik yang relevan dari survei. Metode 

ini dipilih untuk memberikan perspektif yang lebih holistik mengenai persepsi sosial terhadap 

kewarganegaraan ganda5. 

                                                           
3 Hossain, S., & Karim, S. (2021). "Dual Citizenship and National Identity: Perspectives from Bangladesh." 

Asian Journal of Social Science, 49(3), 245. 

 
4 Yıldız, A. (2020). "The Role of Dual Citizenship in Social Integration: A Comparative Study of Germany and 

France." European Journal of Migration and Law, 22(4), 381-398. 

5 Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Sage 

Publications. 
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Survei akan digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari warga negara 

Indonesia dan non-warga negara. Kuesioner akan dirancang untuk menilai pandangan dan 

sikap mereka terhadap kewarganegaraan ganda, serta dampaknya terhadap identitas nasional 

dan hubungan sosial. Kuesioner ini akan mencakup pertanyaan tertutup dengan skala Likert 

untuk mengukur sikap dan pandangan responden6. 

Survei ini akan dilakukan secara daring dan tatap muka untuk memastikan jangkauan 

yang lebih luas. Untuk mendapatkan sampel yang representatif, teknik stratified random 

sampling akan diterapkan, dengan mempertimbangkan faktor demografis seperti usia, jenis 

kelamin, dan lokasi 7. 

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan sejumlah responden yang dipilih secara 

purposive sampling. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih 

mendalam tentang perspektif individu mengenai kewarganegaraan ganda. Responden akan 

mencakup tokoh masyarakat, akademisi, serta individu dengan pengalaman langsung terkait 

kewarganegaraan ganda8. 

Pertanyaan wawancara akan dirancang untuk mengeksplorasi pandangan pribadi, 

pengalaman, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap mereka terhadap kewarganegaraan 

ganda. Wawancara akan direkam dan ditranskrip untuk analisis lebih lanjut. 

Studi kasus akan dilakukan untuk menganalisis contoh spesifik di mana 

kewarganegaraan ganda mempengaruhi individu atau komunitas tertentu di Indonesia. Studi 

kasus ini akan melibatkan analisis dokumen, wawancara, dan observasi untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak praktis kewarganegaraan ganda9. 

Data dari survei akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. 

Analisis ini akan mencakup perhitungan frekuensi, rata-rata, dan distribusi jawaban dari 

kuesioner. Uji hipotesis akan dilakukan untuk menentukan adanya perbedaan signifikan dalam 

persepsi berdasarkan variabel demografis10. 

Data dari wawancara mendalam akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. 

Transkrip wawancara akan di-coding dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang 

                                                           
6 Bryman, A. (2016). Social Research Methods. Oxford University Press. 
7 Flick, U. (2018). An Introduction to Qualitative Research. Sage Publications. 

8  Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2012). Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data. Sage Publications. 

9 Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. Sage Publications 
10 Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. Sage Publications. 
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muncul dari data. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola dan wawasan yang 

relevan mengenai pandangan dan sikap terhadap kewarganegaraan ganda11. 

Data dari studi kasus akan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan konteks 

spesifik dan dampak kewarganegaraan ganda dalam situasi tertentu. Analisis ini akan 

mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber data untuk memberikan gambaran yang 

menyeluruh mengenai kasus yang dipilih12. 

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, beberapa langkah akan diambil: 

a. Validitas: Validitas alat ukur akan diuji melalui uji coba awal kuesioner dan wawancara. 

Feedback dari uji coba akan digunakan untuk merevisi dan menyempurnakan instrumen 

penelitian13. 

b. Reliabilitas: Reliabilitas data akan dipastikan dengan menggunakan teknik triangulasi, 

yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber dan metode untuk meningkatkan 

akurasi dan konsistensi temuan14. 

Penelitian ini akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika, termasuk 

persetujuan tertulis dari semua peserta dan perlindungan privasi serta kerahasiaan data. Peserta 

akan diinformasikan mengenai tujuan penelitian dan hak-hak mereka sebelum berpartisipasi15. 

 

3. PEMBAHASAN 

Kewarganegaraan ganda adalah topik yang kompleks dan sering kali kontroversial, 

terutama di negara dengan prinsip kewarganegaraan tunggal seperti Indonesia. Di Indonesia, 

kewarganegaraan diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 4 ayat (1) dari undang-undang ini menyebutkan 

bahwa seorang warga negara Indonesia tidak boleh memiliki kewarganegaraan lain. Meskipun 

                                                           
11 Braun, V., & Clarke, V. (2006). "Using Thematic Analysis in Psychology." Qualitative Research in 

Psychology, 3(2), 77. 

12 Stake, R. E. (1995). The Art of Case Study Research. Sage Publications. 
13 Carmines, E. G., & Zeller, R. A. (1979). Reliability and Validity Assessment. Sage Publications. 

13 Israel, G. D. (2013). Determining Sample Size. University of Florida Cooperative Extension Service. 

13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 4 ayat (1). 
13 Huda, M. (2020). Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Erlangga. 

Publications. 

14 Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The Sage Handbook of Qualitative Research. Sage Publications. 

15 Israel, G. D. (2013). Determining Sample Size. University of Florida Cooperative Extension Service. 
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prinsip hukum ini berlaku secara umum, ada sejumlah situasi yang memunculkan 

kewarganegaraan ganda dalam praktik, baik karena alasan pribadi maupun profesional. 

Menurut hukum Indonesia, kewarganegaraan ganda tidak diizinkan, kecuali dalam 

kondisi khusus seperti kelahiran dari orang tua dengan kewarganegaraan berbeda atau 

memperoleh kewarganegaraan asing sebelum mengikrarkan kewarganegaraan Indonesia. 

Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga kesatuan dan integritas negara dengan 

menghindari konflik loyalitas dan kebingungan identitas nasional. Namun, dengan adanya 

globalisasi dan mobilitas internasional yang semakin tinggi, banyak individu di Indonesia yang 

menghadapi 

situasi di mana mereka memiliki kewarganegaraan ganda meskipun undang-undang 

melarangnya secara eksplisit. 

Globalisasi telah meningkatkan mobilitas internasional dan interaksi antara berbagai 

negara, yang memunculkan kasus-kasus di mana individu memiliki kewarganegaraan lebih dari 

satu negara. Di Indonesia, fenomena ini sering kali terjadi pada individu yang memiliki 

pengalaman internasional, seperti pelajar atau pekerja migran, serta pada mereka yang terlibat 

dalam hubungan lintas negara 

Globalisasi memperburuk tantangan bagi negara-negara yang menganut prinsip 

kewarganegaraan tunggal, karena banyak individu menghadapi situasi di mana mereka secara 

praktis memiliki kewarganegaraan ganda meskipun hukum nasional tidak mengizinkannya. 

Persepsi sosial terhadap kewarganegaraan ganda di Indonesia sangat bervariasi dan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang pendidikan, pengalaman 

internasional, dan nilai-nilai budaya. Persepsi ini dapat mempengaruhi cara orang-orang 

melihat kewarganegaraan ganda dan bagaimana mereka menanggapi individu yang memiliki 

status kewarganegaraan ini. 

Sikap nasionalis di Indonesia sering kali mengarah pada pandangan negatif terhadap 

kewarganegaraan ganda. Banyak warga negara Indonesia memandang kewarganegaraan ganda 

sebagai ancaman terhadap kesatuan dan integritas nasional. Pandangan ini sering kali 

didasarkan pada kekhawatiran bahwa individu dengan kewarganegaraan ganda mungkin tidak 

sepenuhnya setia kepada negara manapun dan dapat menimbulkan konflik loyalitas. Menurut 

Wibowo (2023), kekhawatiran ini muncul karena adanya anggapan bahwa kewarganegaraan 

ganda dapat melemahkan kohesi sosial dan kesatuan nasional. 

Namun, sikap nasionalis ini tidak berlaku universal. Beberapa individu yang memiliki 

pengalaman internasional atau yang bekerja di lingkungan multikultural mungkin melihat 

kewarganegaraan ganda sebagai bentuk adaptasi yang penting dalam konteks globalisasi. 
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Mereka mungkin menganggap kewarganegaraan ganda sebagai keuntungan dalam hal akses ke 

peluang internasional dan koneksi global yang lebih baik. Dalam hal ini, pandangan yang lebih 

terbuka terhadap 

kewarganegaraan ganda mungkin berkembang, terutama di kalangan orang-orang yang 

lebih terpapar pada realitas global yang terhubung. 

Kewarganegaraan ganda dapat mempengaruhi identitas nasional individu dengan cara 

yang kompleks. Identitas nasional sering kali dibangun berdasarkan rasa kebanggaan dan 

loyalitas terhadap negara, dan kewarganegaraan ganda dapat menciptakan identitas yang lebih 

terfragmentasi. Individu dengan kewarganegaraan ganda mungkin merasa terhubung dengan 

lebih dari satu negara secara emosional dan sosial. 

Penelitian oleh Tanuwidjaja (2023) menunjukkan bahwa individu dengan 

kewarganegaraan ganda sering mengalami dilema identitas, di mana mereka merasa terbelah 

antara dua budaya dan kewarganegaraan yang berbeda. Hal ini bisa menyebabkan ketegangan 

internal dan konflik identitas, terutama ketika nilai-nilai dan norma-norma dari kedua 

kewarganegaraan berbeda secara signifikan. Identitas ganda ini dapat menimbulkan tantangan 

dalam hal memahami dan menavigasi ekspektasi sosial dan budaya di masing-masing negara. 

Perbandingan dengan pengalaman negara lain dapat memberikan wawasan tambahan 

tentang bagaimana kewarganegaraan ganda dikelola dan dipersepsikan di berbagai belahan 

dunia. 

Di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jerman, kewarganegaraan ganda diterima 

dan diatur dengan cara yang berbeda. Pengalaman negara-negara ini dapat memberikan 

gambaran tentang bagaimana kewarganegaraan ganda dapat dikelola secara efektif dan 

bagaimana persepsi sosial terhadapnya dapat bervariasi. 

a. Amerika Serikat: Di Amerika Serikat, kewarganegaraan ganda diterima dan dipandang 

sebagai hak individu dalam dunia global yang terhubung. Penelitian menunjukkan 

bahwa individu dengan kewarganegaraan ganda sering kali mengalami integrasi sosial 

yang lebih baik dan memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang internasional. Di 

AS, kewarganegaraan ganda dipandang sebagai bentuk modernisasi yang sesuai dengan 

kebutuhan globalisasi. Hal ini memungkinkan individu untuk memanfaatkan peluang 

ekonomi dan sosial yang lebih luas, serta untuk terhubung dengan komunitas di negara 

asal mereka. 

b. Jerman: Jerman juga mengatur kewarganegaraan ganda, tetapi dengan cara yang ketat. 

Negara ini mengizinkan kewarganegaraan ganda dalam konteks tertentu, seperti untuk 

anak-anak dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan berbeda atau untuk individu 
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yang memperoleh kewarganegaraan lain setelah memenuhi persyaratan tertentu. 

Penelitian di Jerman menunjukkan bahwa kewarganegaraan ganda dapat memperkaya 

identitas nasional dan memberikan keuntungan dalam hal hubungan internasional dan 

ekonomi.  

Di Asia Tenggara, kebijakan dan sikap terhadap kewarganegaraan ganda bervariasi. 

Negara-negara seperti Singapura dan Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal 

kewarganegaraan ganda. 

a. Singapura:Singapura mengadopsi kebijakan kewarganegaraan tunggal dan melarang 

kewarganegaraan ganda. Negara ini menerapkan kebijakan yang ketat untuk 

memastikan bahwa individu hanya memiliki satu kewarganegaraan. Kewarganegaraan 

ganda dianggap sebagai ancaman terhadap integritas nasional dan kohesi sosial. 

b. Malaysia:Malaysia juga memiliki kebijakan kewarganegaraan tunggal, tetapi terdapat 

beberapa kasus di mana kewarganegaraan ganda diizinkan dalam situasi tertentu, 

seperti untuk anak-anak dari perkawinan internasional. Pendekatan ini lebih fleksibel 

dibandingkan dengan Singapura, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip 

kewarganegaraan tunggal. 

Kewarganegaraan ganda membawa implikasi signifikan terhadap hak dan kewajiban 

individu. Di banyak negara, kewarganegaraan ganda dapat mempengaruhi hak-hak politik, 

ekonomi, dan sosial, termasuk hak untuk memilih, hak atas pekerjaan, dan kewajiban pajak. 

a. Hak Politik: Individu dengan kewarganegaraan ganda sering kali memiliki hak politik 

di kedua negara. Namun, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang loyalitas dan 

pengaruh terhadap proses politik di masing-masing negara. Di negara-negara yang 

menerima kewarganegaraan ganda, hak politik ini dianggap sebagai keuntungan, tetapi 

di negara dengan kebijakan kewarganegaraan tunggal, hak ini bisa menjadi sumber 

ketegangan. 

b. Kewajiban Pajak: Kewarganegaraan ganda juga dapat mempengaruhi kewajiban pajak. 

Individu dengan kewarganegaraan ganda mungkin diwajibkan untuk membayar pajak 

di kedua negara tempat mereka menjadi warga negara. Hal ini bisa menyebabkan 

komplikasi dalam hal perencanaan pajak dan kewajiban finansial. 

Kewarganegaraan ganda dapat memberikan keuntungan dalam hal akses terhadap 

peluang ekonomi dan sosial. Individu dengan kewarganegaraan ganda sering kali memiliki 

akses yang lebih baik ke pasar kerja internasional dan dapat memanfaatkan peluang pendidikan 

dan bisnis di berbagai negara.  
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Namun, kewarganegaraan ganda juga dapat menimbulkan tantangan dalam hal 

integrasi sosial. Individu dengan kewarganegaraan ganda mungkin menghadapi tantangan 

dalam menyeimbangkan dua identitas nasional dan dalam memenuhi ekspektasi sosial dan 

budaya di masing-masing negara. Hal ini dapat menyebabkan konflik identitas dan tekanan 

sosial yang signifikan. 

Penelitian menunjukkan bahwa persepsi warga negara Indonesia terhadap 

kewarganegaraan ganda sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti nilai-nilai 

nasionalistik, pengalaman pribadi, dan pendidikan. Banyak warga negara Indonesia 

memandang kewarganegaraan ganda sebagai ancaman terhadap kesatuan nasional dan 

integritas negara. Sikap ini sering kali diperkuat oleh kekhawatiran tentang kemungkinan 

pengaruh negatif terhadap identitas nasional dan loyalitas individu. 

Namun, ada juga pandangan yang lebih terbuka terhadap kewarganegaraan ganda di 

kalangan individu dengan pengalaman internasional atau yang bekerja di lingkungan 

multikultural. Mereka mungkin melihat kewarganegaraan ganda sebagai keuntungan dalam hal 

akses global dan peluang internasional, serta sebagai cara untuk terhubung dengan berbagai 

komunitas di seluruh dunia. 

Non-warga negara yang memiliki interaksi dengan sistem kewarganegaraan Indonesia 

sering kali memiliki pandangan yang berbeda tentang kewarganegaraan ganda. Ekspatriat, 

pekerja migran, dan pelajar internasional sering kali melihat kewarganegaraan ganda sebagai 

cara untuk memanfaatkan peluang global dan mengakses sumber daya di negara lain. Mereka 

mungkin menganggap kewarganegaraan ganda sebagai keuntungan dalam hal integrasi sosial, 

akses ekonomi, dan peluang pendidikan. 

Namun, non-warga negara juga mungkin menghadapi tantangan dalam memahami dan 

menavigasi sistem kewarganegaraan yang kompleks dan beragam. Mereka mungkin 

mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan hukum dan administratif yang terkait 

dengan kewarganegaraan ganda di negara-negara yang memiliki kebijakan yang ketat. 

Berdasarkan analisis terhadap pengalaman internasional dan persepsi lokal, ada 

beberapa rekomendasi untuk mengelola kewarganegaraan ganda di Indonesia. Salah satunya 

adalah mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel terhadap kewarganegaraan ganda, dengan 

mempertimbangkan konteks globalisasi dan mobilitas internasional. Hal ini dapat mencakup 

revisi terhadap undang-undang kewarganegaraan untuk memungkinkan kewarganegaraan 

ganda dalam situasi tertentu, seperti bagi individu yang memiliki ikatan kuat dengan lebih dari 

satu negara. 
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Penting untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran publik mengenai kewarganegaraan 

ganda dan manfaatnya dalam konteks globalisasi. Program pendidikan dan kampanye 

informasi dapat membantu mengatasi kekhawatiran dan stigma negatif terhadap 

kewarganegaraan ganda, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana 

kewarganegaraan ganda dapat menguntungkan individu dan negara secara keseluruhan. 

Kolaborasi internasional juga dapat membantu dalam menangani isu kewarganegaraan 

ganda. Kerja sama dengan negara lain untuk mengembangkan kebijakan kewarganegaraan 

yang saling mendukung dan harmonis dapat mengurangi komplikasi dan meningkatkan 

integrasi sosial bagi individu dengan kewarganegaraan ganda. Inisiatif internasional dapat 

mencakup perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur kewarganegaraan ganda dan 

hak-hak terkait 

 

4. KESIMPULAN 

Kewarganegaraan ganda, meskipun dilarang oleh hukum Indonesia, tetap menjadi 

fenomena yang signifikan dalam konteks globalisasi yang semakin berkembang. Berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan kunci dapat dirangkum sebagai berikut: 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 

menetapkan kewarganegaraan tunggal sebagai prinsip utama untuk menjaga kesatuan dan 

integritas nasional. Namun, dalam praktiknya, kewarganegaraan ganda tetap muncul karena 

mobilitas internasional dan interaksi global yang tinggi. Globalisasi dan peningkatan mobilitas 

individu sering kali membuat kewarganegaraan ganda menjadi suatu kenyataan yang sulit 

dihindari meskipun ada larangan hukum 

Persepsi terhadap kewarganegaraan ganda di Indonesia sangat dipengaruhi oleh 

nasionalisme dan kekhawatiran tentang integritas nasional. Banyak warga negara melihat 

kewarganegaraan ganda sebagai ancaman terhadap kesatuan dan identitas nasional, khawatir 

bahwa individu dengan kewarganegaraan ganda mungkin tidak sepenuhnya loyal kepada 

negara.Di sisi lain, ada juga pandangan yang lebih terbuka terhadap kewarganegaraan ganda, 

terutama di kalangan individu dengan pengalaman internasional yang melihatnya sebagai 

keuntungan dalam konteks globalisasi. 

Kewarganegaraan ganda memiliki implikasi signifikan bagi hak, kewajiban, dan 

identitas individu. Dari perspektif hak dan kewajiban, kewarganegaraan ganda dapat 

mempengaruhi hak politik, kewajiban pajak, dan akses terhadap peluang ekonomi.Selain itu, 

kewarganegaraan ganda dapat menyebabkan dilema identitas dan konflik dalam 

menyeimbangkan dua kewarganegaraan dan budaya yang berbeda. Meskipun demikian, 
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kewarganegaraan ganda juga menawarkan keuntungan seperti akses yang lebih luas ke peluang 

internasional dan integrasi sosial yang lebih baik. 

Pengalaman negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan Jerman, menunjukkan 

bahwa kewarganegaraan ganda dapat diatur dengan cara yang berbeda dan memiliki implikasi 

positif dalam konteks globalisasi. Amerika Serikat, misalnya, mengizinkan kewarganegaraan 

ganda dan melihatnya sebagai keuntungan dalam dunia yang terhubung secara global. Di 

Jerman, kewarganegaraan ganda diterima dalam konteks tertentu dan dianggap dapat 

memperkaya identitas nasional serta memberikan keuntungan ekonomi.Pendekatan yang lebih 

fleksibel di negara-negara ini dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana 

Indonesia dapat merumuskan kebijakan yang lebih adaptif. 

Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dipertimbangkan. 

Mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel terhadap kewarganegaraan ganda dengan 

mempertimbangkan konteks globalisasi, serta meningkatkan edukasi dan kesadaran publik 

mengenai kewarganegaraan ganda, merupakan langkah penting.Selain itu, memperkuat 

kolaborasi internasional untuk mengembangkan kebijakan kewarganegaraan yang saling 

mendukung dapat membantu mengatasi tantangan terkait kewarganegaraan ganda. 

Secara keseluruhan, kewarganegaraan ganda adalah isu kompleks yang memerlukan 

pendekatan yang seimbang dan adaptif. Memahami perspektif lokal dan internasional serta 

mempertimbangkan dampak sosial, politik, dan ekonomi dari kewarganegaraan ganda dapat 

membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif untuk mengelola fenomena 

ini di Indonesia. 

 

5. SARAN 

Berdasarkan analisis mengenai kewarganegaraan ganda di Indonesia, beberapa saran 

berikut dapat dipertimbangkan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan potensi 

kewarganegaraan ganda: 

Mengingat kenyataan globalisasi dan mobilitas internasional, revisi terhadap Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mungkin 

diperlukan. Revisi ini dapat mencakup penyesuaian yang memungkinkan kewarganegaraan 

ganda dalam kondisi tertentu, seperti untuk individu yang memiliki ikatan kuat dengan lebih 

dari satu negara. Kebijakan yang lebih fleksibel dapat membantu mengakomodasi realitas 

global tanpa mengorbankan prinsip-prinsip integritas nasional. 

Untuk mengatasi stigma negatif dan kekhawatiran terkait kewarganegaraan ganda, 

penting untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran publik mengenai manfaat dan tantangan 
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kewarganegaraan ganda. Program edukasi dapat mencakup seminar, kampanye media, dan 

materi pendidikan yang menjelaskan keuntungan kewarganegaraan ganda dalam konteks 

globalisasi, serta bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan peluang internasional bagi 

individu dan negara. 

Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif 

dan adaptif terhadap kewarganegaraan ganda. Kebijakan tersebut dapat melibatkan 

pelonggaran syarat-syarat kewarganegaraan yang lebih ketat, serta pengaturan yang 

memudahkan proses administrasi bagi individu dengan kewarganegaraan ganda. Hal ini 

bertujuan untuk mengurangi beban administratif dan meningkatkan integrasi sosial bagi 

individu dengan kewarganegaraan ganda. 

Mengingat bahwa kewarganegaraan ganda merupakan isu global, kolaborasi 

internasional sangat penting. Indonesia dapat menjajaki kerja sama dengan negara-negara lain 

untuk mengembangkan kebijakan kewarganegaraan yang harmonis dan saling mendukung. 

Perjanjian bilateral atau multilateral mengenai kewarganegaraan ganda dapat membantu 

menyelaraskan kebijakan dan mengurangi komplikasi bagi individu yang memiliki 

kewarganegaraan ganda. Kerja sama ini juga dapat mencakup pertukaran pengetahuan dan 

pengalaman antara negara-negara dengan kebijakan kewarganegaraan ganda yang berbeda. 

Penting untuk melakukan penelitian dan evaluasi berkelanjutan mengenai dampak 

kewarganegaraan ganda terhadap masyarakat dan negara. Penelitian ini dapat membantu 

memahami lebih baik efek dari kewarganegaraan ganda terhadap identitas nasional, integrasi 

sosial, dan hak-hak individu. Evaluasi berkelanjutan dapat memberikan wawasan yang 

berharga untuk memperbaiki kebijakan dan praktik terkait kewarganegaraan ganda di masa 

depan. 

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Indonesia dapat mengelola 

kewarganegaraan ganda dengan lebih efektif, memanfaatkan potensi globalisasi, dan 

memastikan bahwa kebijakan kewarganegaraan mendukung kesejahteraan nasional serta 

integrasi sosial. 
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